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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Negara Hukum 

Negara hukum adalah negara berlandasan atas hukum dan keadilan 

bagi warga negaranya, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan 

negara atau penguasa, semata-semata berdasarkan hukum dan diatur oleh 

hukum, yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi warga negaranya. 

Istilah negara hukum dipakai dengan resmi dalam konstitusi Indonesia 1949 

dan pada konstitusi indonesia 1950 pasal 1 ayat (1), sedangkan dalam 

kepustakaan inggris yaitu, rule of law atau goverment of justice untuk 

menyatakan negara hukum. 

Menurut Wirjono Projadikoro negara hukum adalah semua alat-alat 

perlengkapan negara atau alat-alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan-

tindakanya baik terhadap warga negara maupun dalam hubungan terhadap 

warga negara saling berhubungan. Sedangkan Sudarga Gautama 

mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum yakni, terdapat pembatasan 

kekuatan negara terhadap perorangan, adanya azaz legalitas terhadap tindakan 

negara berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus 

ditaati, dan adanya pemisahan kekuasaan.
17

 

    UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 

(3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. bab X pasal 
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 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2011), h. 8-9 
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27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan pasal 28 ayat (5) yang 

berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan.
18

 

Perjalanan berlakunya UUD 1945 hingga usai amandemen yang 

berlangsung sepanjang 1999-2002, dikategorikan konsep negara Indonesia 

sebagai negara kesejahteraan, Menurut Asshiddiqie, negara kesejahteraan 

memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang lebih besar dan luas, untuk 

mensejahterakan rakyat banyak, Faktor kesejahteraan rakyat menjadi penentu 

penyelenggaraan negara kesejahteraan tersebut. Dengan demikian konteks 

Indonesia dengan konstitusi ekonomi mengarah bahwa negara Indonesia 

adalah menganut negara kesejahteraan.
19

 

 

B. Peraturan Daerah dan Tujuan Pembentukanya 

1. Peraturan Daerah 

Peraturan daerah merupakan payung hukum bagi pemerintahan 

daerah dalam melakukan suatu kebijakan yang berhubungan dengan 

masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu suatu peraturan daerah 
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 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat 
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 Sulaiman, Epistemologi Negara Hukum Indonesia Rekonseptualisasi Hukum Indonesia, 
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perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar dalam pelaksanaanya 

tidak menemui kendala dan hambatan. 

Berdasarkan Undang-undang No 12 tahun 2011 pasal 1 ayat (8) 

peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat kabupaten atau 

kota dengan persetujuan bersama bupati atau walikota.
20

 juga dapat 

diartikan yaitu, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan 

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas dua 

yaitu : 

a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan 

Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan 

bersama Gubernur.  

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota 

tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan 

Daerah Provinsi.21 

Selanjutnya berdasarkan pasal 236 undang-undang nomor 23 tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa : 

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantunya, 

daerah membentuk peraturan daerah. 

a. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh 

DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama kepala daerah. 

b. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi 

muatan diantaranya : 

1) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantunya, dan 

2) Pejabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

c. Selain materi muatanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peraturan 

Daerah dapat membuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam pasal 237 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah disebutkan pula : 

a. Asas pembantuan dan materi muatanya peraturan daerah berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak 

bertentangan dengan perinsip negara kesatuan republik indonesia. 
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 Aristo Evandy A. Barlian, Konstenstesi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan 
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b. Pembentukan peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan 

dalam pembentukan peraturan daerah. 

d. Pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan secara efektif dan efesien. 

Dalam pasal 238 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah disebutkan pula : 

a. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan 

penegakan atau pelaksanaan keseluruhan atau sebagian kepada 

pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidan kurungan  

c. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan dan pidana 

denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 

ketentuan peraturan peruandang-undangan. 

d. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan daerah 

dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada 

keadaan semula dan sanksi adminitratif. 

e. Sanksi admintratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa : 

teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, 

penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin, pencabutan tetap izin, 
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denda adminitratif, dan sanski adminitratif lain sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah 

Tujuan pembentukan peraturan daerah merupakan amanat undang-

undang dasar 1945. Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia 

ke-4 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia 

dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamaian abadi dan 

keadilan sosial”. Juga terdapat pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang 

menyatakan, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan.
22

  

Tujuan pembentukan peraturan daerah merupakan perpanjangan 

tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan guna 

mencapai tujuan bernegara. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah 

yang efektif dan harmonis.
23

 Peraturan daerah dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas 

pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masingmasing daerah.
24
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C. Pengertian Implementasi 

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatau sistem adalah 

implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi 

sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan 

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme 

penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin 

lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah 

konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.
25

 

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carringout 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to 

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut 

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai 

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu itu. 

 

D. Pengertian Anak Gelandangan 

Gelandangan atau anak jalanan kadang disebut juga secara eufemistis 

sebagai anak mandiri usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai duta 
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besar UNICEF. Sesungguhnya Mereka adalah anak-anak yang tersisih, 

marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan 

dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota 

yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Anak jalanan harus bertahan 

hidup dengan cara–cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat 

diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan 

keterpaksaan untuk membantu keluarganya.
26

 

Umumnya Gelandangan bekerja sebagai pengasong, Pemulung, 

Tukang semir, dan tidak jarang mereka menghadapi resiko 

pemerasan,perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular 

kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalah 

gunanaan obat terlarang. Secara garis besar anak jalanan terbagi menjadi tiga 

kelompok yaitu: 

Pertama, Children on the street, yaitu anak–anak yang mempunyai 

kegiatan ekonomi, sebagai pekerja anak dijalanan. Namun masih mempunyai 

hubungan yang kuat dengan orang tua mereka.Sebagian penghasilan mereka 

dijalan diberikan kepada orang tuanya, fungsi anak jalanan pada kategori ini 

adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarga karena 

beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat 

diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. 

Kedua, Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi 

penuh dijalan, baik secara sosial maupun ekonomi.Beberapa diantara mereka 
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masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan 

mereka tidak menentu.Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena 

suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumahnya. Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan 

terhadap perlakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual. 

Ketiga, Children from families of the street, yakni anak-anak yang 

berasal dari keluarga yang hidup dijalan. Walaupun anak-anak ini mempunyai 

hubungan kekeluaragaan yang cukup kuat tetapi hidup mereka terombang-

ambing dari satu tempatr ketempat lain dengan segala resikonya, salah satu 

cirri penting dari kategori ini  adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak 

anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan.
27

 

Gelandangan pada dasarnya adalah anak-anak marginal diperkotaan 

yang mengalami proses dehumanisasi, mereka bukan saja harus mampu 

bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras tidak bersahabat dan 

tidak kondusif bagi proses tumbuh kembangan anak, tetapi lebih dari itu 

mereka juga cenderung dikucilkan maysarakat, menjadi objek pemerasan 

berbagai pihak, sesama teman,preman dan lain sebagainya. Untuk menangani 

permasalahan tersebut bukanlah hal yang mudah, selama ini berbagai upaya 

sebenarnya telah dilakukan, baik oleh LSM, pemerintah, organisasi profesi, 

dan sosial maupun orang per orang untuk membantu anak jalanan keluar atau 

paling tidak sedikit mengurangi penderitaan mereka, namun karena semuanya 
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dilakukan secara temporer, segmenter, dan terpisah , maka hasilnya pun 

menjadi kurang maksimal.
28

 

Agar penanganan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan pada 

anak-anak jalanan dapat memberikan hasil yang lebih baik, tak pelak yang 

dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak untuk duduk bersama, mencari 

jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak jalanan dan kemudian merumuskan 

program intervensi  yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian 

kerja yang lebih terkoordinasi. 

 

E. Dasar Hukum Perlindungan Anak Jalanan 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga 

karena pelanggaran hukum, hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui 

penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu adanya kepastian 

hukum (rechstssifierteit), adanya kemanfaatan, (zwarckmassighkeit) dan 

keadilan (gerechtigkeit).
29

  

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakan hukum merupakansuatu 

usaha untuk mewujutkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan, penegakan 

hukum adalah suatu peroses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum 

menjadi kenyataan, tidak lain adalah pikiran-pikiran  pembuat undang-undang 

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, perumusan pikiran 
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pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum 

akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.
30

 

Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, 

sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 

adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada 

tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - 

Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga 

negara. 

Dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang  berbunyi Fakir Miskin dan 

anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara.  

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. 

Ketentuan perlindungan hukum bagi para gelandangan dan pengemis 

diantaranya yaitu : 
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(1) Pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. 

(2) Pasal 11 undang-undang nomor 39 tahun 1999, mengenai hak asasi 

manusia “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara layak:. 

(3) Pasal 38 undang-undang nomor 39 tahun 1999, mengenai hak asasi 

manusia : 

a. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan 

berhak atas pekerjaan 

b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. 

(4) Pasal 13 undang-undag nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil 

“pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, 

dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan 

untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian 

lokasi pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian 

rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi 

gelandangan dan pengemis, serta lokasi lainya memberikan konsultasi 

hukum dan pembelaan. 

 

F. Dasar Hukum Penertiban dan Pembinaan Anak Jalanan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban 

Sosial 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang 

mempunyai jumlah penduduk terbesar ke empat sebanyak 269 juta jiwa atau 
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3,49% dari total populasi dunia, indonesia berada diurutan setelah tiongkok, 

india dan amerika serikat. Kesenjangan ekonomi masyarakat indonesia 

merupakan masalah yang dapat menimbulkan beberapa akibat. Salah satunya 

kurangnya lapangan pekerjaan, kesenjangan ekonomi dan ledakan jumlah 

penduduk yang tinggi. 

Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah sosial yang ada ditengah-

tengah masyarakat, salah satunya menjamurnya gelandangan dan anak 

jalanan, yang dipicu masalah ekonomi, sosial, dan pendidikan yang tidak 

mempuni. 

Kehadiran dikota-kota besar keberadaan gelandangan dan anak jalanan 

merupakan fenomena yang dianggap bisa, tanpa ada hukum dan undang-

undang yang khusus dalam mengatur gelandangan dan pengemis, hal ini 

merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah menjadi permasalahan 

nasional. Pengaturan mengenai gelandangan dan anak jalanan hanya terdapat 

pada peraturan daerah, peraturan daerah ini hanya mengatur mengenai 

penertiban untuk gelandangan dan anak jalanan yang sudah ditentukan. 

Dari pada itu pemerintah kota pekanbaru dalam menangani masalah ini 

mengeluarkan peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang 

ketertiban sosial, pada tanggal 03 Desember 2008. Dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah, dipandang perlu peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan di kota pekanbaru. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan 

perhatian untuk itu adalah penyelenggaraan dan penanganan dibidang 

kesejahteraan sosial, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah 
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kota pekanbaru dituntut untuk meningkatkan usaha pengendalian dan 

pengawasan terhadap kesejahteraan sosial dengan memberikan landasan 

hukum yang tegas, jelas, tepat, dan Menjadikan adanya kepastian hukum.
31

 

Dasar Hukum ketertiban sosial terhadap anak jalanan di kota 

pekanbaru diatur pada peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 10 tahun 2008 

tentang ketertiban sosial yaitu :
32

 

Pada BAB V Pasal 8 penertiban dan pembinaan : 

1) Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkerja sama 

dengan pihak kepolisian. 

2) Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas 

instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya 

mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga 

diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara 

periodik 

3) Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses 

secara hukum yang berlaku. 

4) Tindak lanjut razia akan pad ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan 

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan 

pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti 

maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan/ atau panti swasta dan/ 

atau pengembalian bagi mereka yang bukan berasal dari Kota Pekanbaru. 
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 Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12  tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. 
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5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup 

sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk 

menampung gelandangan dan pengemis. 

Hukum merupakan perangkat aturan tertulis yang dibuat oleh 

pemerintah melalui badan-badan yang berwenang dalam membentuk berbagai 

peraturan tertulis, undang-undang ialah keputusan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dengan mengingatkan bentuk-bentuk tertentu, yang mengandung 

peraturan-peraturan tertentu atau tingkah laku manusia didalam lingkungan 

masyarakat.
33

 

Maka dari itu untuk menegakan suatu aturan harus ada sikap tindak, 

yaitu hukum sebagai prilaku yang ajeg atau adanya sikap tindak yang teratur 

hidup bersama dengan prilaku individu terhadap yang lain secara terbiasa dan 

senantiasa terasa wajar serta rasional. Hukum bekerja mengatur sikap tindak 

warga masyarakat sedemikian rupa, sehingga hukum terlihat sebagai sikap 

tindak yang tampak didalam kehidupan sehari-hari dan menjadikanya 

kebiaasaan.
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